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Abstrak
 

Dalam waktu dekat, pemerintah melalui Kementerian BUMN akan melakukannya selesai di holding BUMN

di bidang infrastruktur yang dipimpin oleh PT Hutama Karya dan sektor perumahan dipimpin oleh Perum

Perumnas. Agenda prioritas pembangunan nasional dilihat sebagai salah satu faktornya urgensi pendirian

BUMN holding di bidang ketenagakerjaan. Dengan adanya pembentukan holding BUMN yang akan

meningkatkan aset dan kinerja BUMN, Maka tentunya peran BUMN sebagai agen pembangunan nasional

Indonesia nantinya diprioritaskan. Dengan kelebihan tersebut, apakah itu menjadi holding BUMN

infrastruktur dan perumahan telah melanggar undang-undang persaingan dan menghilangkan peluang bagi

perusahaan swasta di pasar yang sama? Di Untuk mengkaji masalah tersebut, penulis menggunakan metode

penelitian hukum normatif dengan tipologi penjelas. Penulis kemudian menemukan itu Sangat penting bagi

pemerintah untuk memperhatikan kesesuaian proses tersebut pendirian induk BUMN dan penyelenggaraan

kegiatan usaha tetap sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta peraturan turunannya. Pada akhirnya penelitian yang

dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa tindakan pembentukan Penyelenggaraan infrastruktur dan

perumahan BUMN tidak melanggar UU No. 5 1999 selama tidak ada indikasi praktek monopoli dan

persaingan usaha tidak sehat melalui penyalahgunaan posisi dominan seseorang menyelenggarakan

infrastruktur dan perumahan BUMN. Namun jika dinilai dari Dari aspek persaingan usaha, tidak dapat

dipungkiri bahwa pelaku usaha swasta dapat terancam karena keterbatasan aset dan kapasitas yang tidak

sebesar holding BUMN infrastruktur dan perumahan yang terbentuk. Karena itu, karena tidak demikian

adanya kewajiban memberitahukan pembentukan holding BUMN terhadap KPPU, Pemerintah diharapkan

dapat meningkatkan pengawasan agar hal itu terlaksana

UMN yang menyelenggarakan kegiatan usaha tetap sejalan dengan UU Persaingan Usaha juga lebih

memperhatikan kepentingan pelaku usaha swasta dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah nanti.

......In the near future, the government through the Ministry of State-Owned Enterprises will complete it in

the BUMN holding in the infrastructure sector led by PT Hutama Karya and the housing sector led by

Perum Perumnas. The national development priority agenda is seen as one of the factors in the urgency of

establishing a holding BUMN in the manpower sector. With the establishment of BUMN holding that will

increase BUMN assets and performance, of course the role of BUMN as agents of Indonesia's national

development will be prioritized. With these advantages, does being an infrastructure and housing SOE

holding company violate competition laws and eliminate opportunities for private companies in the same

market? In order to study this problem, the author uses a normative legal research method with an

explanatory typology. The author then found that it is very important for the government to pay attention to
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the suitability of the process, the establishment of a holding company for BUMN and the implementation of

business activities to remain in line with Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic

Practices and Unfair Business Competition and its derivative regulations. In the end, the research conducted,

the authors conclude that the act of forming BUMN infrastructure and housing does not violate Law no. 5

1999 as long as there is no indication of monopolistic practices and unfair business competition through the

abuse of one's dominant position in operating infrastructure and housing for BUMN. However, if judged

from the aspect of business competition, it cannot be denied that private business actors could be threatened

due to limited assets and capacity which are not as large as the infrastructure and housing BUMN holding

that was formed. Therefore, since there is no obligation to notify the formation of BUMN holding to KPPU,

the Government is expected to increase supervision so that this can be doneUMN, which carries out business

activities in line with the Business Competition Law, also pays more attention to the interests of private

business actors in the process of procuring government goods/services later.


